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Untuk mencapai keluarga yang aman dan bahagia, pemerintah mengatur ketentuan mengenai
batas usia perkawinan melalui Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal
tersebut perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun
dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua. Namun,
ketentuan batas usia tersebut ternyata mengalami disharmonisasi dengan Undang-undang
Perlindungan Anak yang menentukan usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak dan
perkawinan pada usia tersebut harus dicegah. Ketidakselarasan pada kedua undang-undang ini
diperkuat oleh adanya sistem pluralisme batas usia dalam beberapa pasal pada Undang-undang
No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali adanya Undang-undang
Perkawinan melalui perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep
dengan jenis penelitian library research atau bisa juga disebut sebagai legal research. Bahan
hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder:
Jurnal, buku, artikel, dan lain-lain, dan bahan hukum tersier. kamus dan ensiklopedia yang
dilakukan dengan telaah arsip dan studi pustaka untuk selanjutnya diedit, diperiksa, dan disusun
secara sistematis berdasarkan permasalahan, kemudian dilakukan analisis dengan metode content
analysis.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada usia 16 tahun seseorang belum mencapai
kematangan baik secara psikis maupun biologis, sehingga harus dicegah adanya perkawinan
pada usia tersebut karena berpotensi pada eksploitasi seksual, diskriminasi, dan perlakuan salah
lainnya. Beradasarkan pada asas lex postiori derogate lex priori maka perlu diadakannya
harmonisasi bagi kedua peraturan perundang-undangan ini.

Pada permasalahn conflict of norm semacam ini, maka adanya penerapan kembali asas-
asas peraturan perundang-undangan memang menjadi tindakan yang strategis untuk
memecahkannya. Kerancuan hukum yang tidak segera ditindak lanjuti hanya akan melahirkan
keputusan-keputusan yang tidak proporsional di Pengadilan dan akan berdampak pada
terampasnya hak-hak anak perempuan.
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